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BAB I 

PENDAHULUAN 

  A.  Latar Belakang  

Pelayanan merupakan aktifitas seseorang atau sekelompok orang atau organisasi  

yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memenuhi 

kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar 

pelayanan yang ada. Semakin berkualitas suatu pelayanan maka semakin tinggi minat dan 

kepercayaan masyarakat terhadap instansi atau lembaga penyedia layanan. Menurut Moenir 

(2015:26) Pelayanan merupakan kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan 

kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki konsumen yaitu 

masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang 

memberikan pelayanan. 

 Indonesia merupakan  negara berkembang yang sampai saat ini masih tidak henti-

hentinya melakukan pembangunan. Pemerintah melakukan pembangunan diberbagai 

macam bidang yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Agar pembangunan 

tersebut dapat terealisasikan, maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan 

untuk proses pembangunan tersebut. Salah satu sumber pemasukan bagi negara yaitu berasal 

dari sektor pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintah yang memiliki 

wewenang dalam pelayanan, pembinaan,  penyuluhan, dan pengawasan pajak. Salah 

satu pelayanan yang diberikan adalah pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau yang sering disebut dengan NPWP kepada orang atau badan yang melakukan 

usaha yang kemudian setelah mendaftar di kantor pelayanan pajak akan dikukuhkan 

sebagai Wajib Pajak. NPWP berguna bagi wajib pajak sebagai tanda pengenal dan 

sarana untuk digunaka dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal 

perpajakan. Setiap komunikasi yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Kantor 

Pelayanan Pajak, seperti dalam pelaporan, pembayaran, ataupun dalam hal urusan 

yang menyangkut tentang masalah pajak, sebagai contoh : Surat Setoran Pajak (SSP), 

Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan, semuanya harus mencantumkan NPWP yang 

dimiliki. Selain itu NPWP sangat diperlukan dalam kegiatan administrasi di Kantor 

Pajak karena sekarang pelayanan di Kantor Pajak menggunakan basis NPWP. 

Bahkan sekarang dibeberapa instansi luar Kantor Pajak mensyaratkan adanya 

penggunaan NPWP, seperti dalam mengikuti tender pemerintah menjadi rekanan 

pemerintah, urusan perbankan, telekomunikasi dan sebagainya. 
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Gambar 1.1 Fasilitas Fisik di KPP Pratama Bukittinggi 

         

      a). Ruang Pelayanan                                                        b). Ruang Tunggu Pelayanan 

       

     c). Tempat Pengambilan No. Antrian                    d). Ruang Konsultasi 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bukittinggi mempunyai fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan para pelanggan. 

Setiap ruangan terlihat sangat bersih dan tertata rapih, ini  bertujuan agar pelanggan 

merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan . Beberapa fasilitas yang 

ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi seperti ruang pelayanan, ruang 

tunggu pelayanan, tempat pengambilan nomor antrian, dan ruang konsultasi.  
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  Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jendral Pajak  terus melakukan reformasi 

agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak baik dalam melakukan 

pendaftaran maupun pembayaran pajak. Salah satu reformasi dari Direktorat Jendral Pajak 

yaitu dengan cara mengubah sistem administrasi yang pada awalnya manual menjadi 

elektronik/online.  Sistem online ini disebut dengan istilah electronic registration (e-

registration). Penerapan sistem e-registration merupakan salah satu langkah kongkrit yang 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kualitas layanan. Seperti 

halnya yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2018 

Tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan pemberian nomor pokok wajib pajak secara 

elektronik melalui sistem administrasi badan hukum dan sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik.   

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

bukittinggi Dari Tahun 2017-2020 

Tahun Badan Orang Pribadi Bendaharawan Total 

2017 10.495 154.993 1.053 166.541 
2018 11.148 168.758 1.252 181.920 

2019 11.910 185.362 1.287 198.559 

2020 12.587 197.252 1.346 211.185 

Sumber Data : KPP Pratama Bukittinggi 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar  di  

Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 

mengalami peningkatan. Tahun 2017, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 166.541, dan 

pada  tahun 2018 Wajib pajak berjumlah 181.920. Kemudian pada tahun 2019, jumlah 

Wajib Pajak mengalami peningkatan menjadi sebanyak 198.559. Pada tahun 2020, 

peningkatan Wajib Pajak masih terjadi dari tahun sebelumnya dengan jumlah wajib pajak 

yang terdaftar sebanyak 211.285 . berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 
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2020 adalah jumlah terbanyak wajib pajak yang terdaftar dan data jumlah Wajib Pajak 

paling rendah adalah  pada tahun 2017. 

E-Registration  atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online merupakan sistem 

aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak 

Kementerian Keuangan dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses 

pendaftaran Wajib Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Sistem ini terbagi 

dua yaitu  sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak secara online dan sistem yang 

dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib pajak. 

Dengan adanya sistem e-registration, Wajib Pajak bisa dengan mudah mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana Wajib Pajak melakukan pendaftaran secara 

online tanpa harus mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak sehingga Wajib Pajak tidak 

ada waktu ataupun sedang berada di wilayah lain tetap dapat melakukan pendaftaran tersebut 

dengan mudah, cukup berada di rumah atau kantor maupun warung internet melalui 

komputer yang terhubung dengan internet maka pendaftaran dapat dilakukan. Selain itu 

pendaftaran melalui sistem e-Registration dapat dilakukan di hari libur serta tidak tergantung 

kehadiran petugas pajak. 

Pelayanan sistem e-registration dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama didirikan di tiap-tiap wilayah tertentu dan 

dijalankan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. Semua Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Indonesia wajib menjalankan sistem e-registration 

termasuk juga salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi. E-

Registration ini telah diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bukittinggi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi merupakan kantor 
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pelayanan pajak yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun pajak dengan wilayah 

kerjanya meliputi Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kota Padang 

Panjang, dan Kabupaten Pasaman barat. 

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak OP Pengguna Layanan E- Registration di KPP Pratama 

Bukittinggi Tahun 2016-2020 

Tahun Jumlah 

Pengguna (orang) 

Pertumbuhan Persentase Pertumbuhan 

2016 528 - - 

2017 3.037 2.509 475,2% 

2018 3.458 421 79,73% 

2019 3.688 232 43,94% 

2020 3.877 189 35,8% 

Sumber Data: : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang 

pribadi pada KPP Pratama Bukittinggi yang memanfatkan layanan pendaftaran NPWP 

secara e-registration terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. untuk tingkat 

persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 475,2% pada tahun ini 

jumlah pengguna layanan ini dirasa cukup maksimal. Sedangkan jumlah persentase terendah 

terjadi pada tahun 2020 hal ini bisa terjadi dapat dikarenakan jumlah wajib pajak potensial 

dari tahun ke tahun yang terus berfluktuatif dan faktor lain seperti faktor kejenuhan para 

wajib pajak  turut mempengaruhi. Sejalan dengan tujuan dan harapan dari Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin 

kepada masyarakat. Maka dengan adanya sistem e-registration diharapkan akan 

mempermudah masyarakat dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar dapat 

meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan.  
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Pelaksanaan layanan dengan sistem e-Registration yang memudahkan masyarakat 

dalam mendaftarkan Wajib Pajaknya masih dinilai belum dapat dilaksanakan secara 

maksimal karena Wajib Pajak yang telah mendaftar melalui sistem e-Registration ini harus 

menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar Sementara dengan cara mencetak sendiri melalui 

sistem tersebut, formulir registrasi yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya ke 

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

permohonan dimana Wajib Pajak terdaftar, sehingga kurang efisien bagi Wajib Pajak itu 

sendiri. Permasalahan yang juga sering terjadi adalah masalah jaringan atau server yang 

sering kali down dikarenakan server tidak mampu menampung pengguna dalam jumlah 

banyak dalam satu waktu. Kemudian dalam hal lain, karena sistem ini berbasis online maka 

Wajib Pajak harus berhati-hati dalam menggunakan sistem tersebut, wajib pajak harus 

benar-benar mengerti bagaimana cara menggunakan sistem ini, guna menghindari 

kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya. Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

yang sering kali terkendala atau tidak valid menjadi salah satu permasalahan dalam sistem 

ini. Serta banyaknya masyarakat yang masih belum memahami internet menyebabkan 

penggunaan sistem e-Registration ini belum berjalan maksimal. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “ Kualitas Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)  Melalui 

Sistem Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Bagaimana  Kualitas Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok wajib Pajak 

(NPWP)  Melalui Sistem Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi”.  
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C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: “ untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan Nomor 

Pokok wajib Pajak (NPWP)  melalui sistem elektronik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bukittinggi”.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan terkait dengan kualitas pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP)  melalui sistem elektronik. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik dan rekan meneliti 

mengenai kajian yang sama. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dalam pengetahuan dan bermanfaat 

bagi Pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem 

elektronik. 
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